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APBD Bangkep Bisa Molor Sampai Tahun Depan

BANGKEP - APBD Banggai
Kepulauan (Bangkep) untuk
tahun 2015, terancam molor.
Bahkan bukan hanya di awal
bulan tahun depan ditetapkan,
kemungkinan bisa ditetapkan
hingga akhir triwulan II tahun
2015.

Anggota DPRD  Bangkep
Hesmon Pandili, mengatakan,
penyebab molornya APBD 2015
ialah belum dimasukkannya
Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Platform Sementara
(PPAS) 2015  Kabupaten
Bangkep ke DPRD Bangkep.
Ditambah lagi konstalasi poli-
tik dari daerah ke pusat tentang
UU MPR, DPR, DPRD dan DPD
masih belum ada kepastian,

membuat alat kelengkapan
DPRD belum bisa dibentuk.
Anggota legislatif dari Partai
Nasdem yang berhasil lo-
los di periode 2014-2019 ini
mengatakan, bahwa seha-
rusnya KUA PPAS tahun 2015
Kabupaten Bangkep sudah di-
masukkan ke DPRD paling lam-
bat Juni. “Sehingga kita bisa
membahasnya dalam rentan
waktu sebelum pelantikan ang-
gota DPRD baru,” jelasnya.
Aturan dan tahapan jadw-
al itu, kata Hesmon juga sudah
disebutkan dalam Permendagri
no 37 tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan APBD
2015. “Jadwal itu juga sudah
pasti diketahui eksekutif karena

terbit sejak April’ 2014,” jelas
Hesmon.

Lanjutnya, selain
Permendagri, Badan
Musyawarah DPRD Bangkep ju-
gasudah membuat surat edaran
kepada eksekutif tentang jadw-
al penyusunan APBD 2015 yang
berdasarkan UU Pengelolaan
Keuangan Daerah. “Karena
Permendagri tentang penyusu-
nan APBD dari tahun ke tahun,
jadwalnya sama. Jadi eksekutif,
tidak bisa mengelak dari tang-
gungjawab terhadap keterlam-
batan ini,” jelasnya.

Hesmon mengatakan, bah-
wa dalam Permendagri terse-
but, juga disebutkan secara jelas
tahapan pembahasan APBD.
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Dimulai dari KUA PPAS, kemu-
dian Bupati mengeluarkan surat
edaran untuk menyusun RKA
per SKPD. RKA itu kemudian
dibahas bersama antara komi-
si DPRD dengan SKPD terkait.
Selanjutnya RKA itu kemudian
dijabarkan dalam bentuk Perda
APBD Kabupaten Bangkep yang
dibahas bersama dengan pan-
sus DPRD sebelum ditetap-
kan menjadi perda. “Yang ter-
jadi dari tahun ke tahun, RKA
ini tidak pernah dibahas ber-
sama dengan komisi. Padahal
pada forum itu, DPRD bisa me-
masukkan hasil reses sebelum
dibahas di tingkat pansus. Yang
terjadi selama ini selalu by pass,”
jelas Hesmon.

Hesmon mengatakan, lam-
batnya penyerahan KUA PPAS
2015 dari eksekutif ke DPRD
Bangkep, membuat DPRD
Bangkep tidak bisa membahas
dalam waktu dekat. Pasalnya,
DPRD ‘Bangkep pasca dilantik
30 Agustus 2014, diketuai oleh
pimpinan sementara dan be-
lum bisa membentuk alat ke-
lengkapan DPRD. “Alat keleng-
kapan bisa terbentuk setelah
ada kepastian mengenai aturan
UU MD3. Karena dalam UU itu
merupakan rujukan dari penyu-
sunan tata tertib DPRD terma-
suk alat kelengkapan DPRD,”
jelasnya.

Selain UU MD3, pemben-
tukan alat kelengkapan DPRD
Bangkep juga terbentur den-
gan aturan pengisian anggota
DPRD untuk kabupaten in-
duk dan daerah otonomi baru
(DOB). “Karena yang memba-
has KUA PPAS dan APBD nan-
ti anggota DPRD Bangkep, bu-
kan anggota DPRD yang ber-
asal dari dapil Banggai Laut,”
jelas Hesmon. (bar)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




